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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.06/2020 TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, BENDAHARA UMUM NEGARA DAN PENGURUSAN SEDERHANA OLEH
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 dan dalam rangka penyempurnaan
mekanisme pengurusan sederhana piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang
Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang
Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan
Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 49 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156,
TLN No. 2104), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun
2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.
166, TLN No. 4916), PP 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN No. 4488)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 35 Tahun 2017 (LN Tahun
2017 No. 201, TLN No. 6119), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98),
Permenkeu RI 163/PMK.06/2020 (BN Tahun 2020 No. 1225), Permenkeu RI
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Piutang Negara yang dilakukan pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (2) harus memenuhi kriteria: jumlah utang paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); tidak terdapat Barang Jaminan atau Barang
Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, telah hilang, telah terjual Lelang, telah
dicairkan, atau bermasalah secara hukum; tidak pernah melakukan angsuran di PUPN,
kecuali angsuran dari hasil eksekusi Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain; telah
dilakukan pemberitahuan Surat Paksa, kecuali jumlah sisa utang paling banyak
Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan telah dilakukan Pengurusan Piutang Negara
oleh PUPN lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Penerimaan
Pengurusan Piutang Negara (SP3N). Pembuatan berita acara pembahasan dalam
rangka pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) hanya
dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2022 dan diundangkan
pada tanggal 27 Oktober 2022.



